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Ringkasan

Kolom wartawan senior Bambang Harymurti dalam rangka Hari Kebebasan
Pers Sedunia, 3 Mei 2010. Penulis menilai bahwa dua belas tahun setelah
reformasi pers Indonesia belum sepenuhnya bebas: Reporters Sans
Frontieres menempatkan Indonesia di peringkat 101 dari 175 negara, dan
Freedom House menggolongkannya "separuh bebas", meskipun dari segi hak
politik dan sipil Indonesia sudah berstatus "bebas". Merujuk riset Roumeen
Islam dari World Bank Institute, ia menunjuk pemidanaan pencemaran nama
baik dan penghinaan sebagai penghambat utama, diperparah oleh ancaman
hukuman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
hampir tiga kali lipat KUHP, seperti tampak dalam kasus Prita Mulyasari.
Penulis mengusulkan penghapusan delik pidana pencemaran nama baik,

pengalihan beban pembuktian ke ranah perdata, penyempurnaan
Undang-UndgpgnRersitiperiatamntutan, brafesianalisrecdren, peyssdan sikap
kritis masyarakat.
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EKAN ini Hari Kemerdekaan Pers Dunia diraya-

kan. Ini merupakan tahun peringatan ke-19 atas

deklarasi para wartawan yang dilontarkan di

Kota Windhoek, Namibia. Itulah pernyataan ten-
tang kemerdekaan pers sebagai prasyarat utama terba-
ngun dan terpeliharanya sistem demokrasi bangsa dan
pembangunan ekonominya.

Perayaan yang jatuh pada 3 Mei ini merupakan momen
yang pas untuk membahas kondisi kemerdekaan perskita,
yang dibebaskan oleh gerakan reformasi dari pasungan
rezim Orde Baru hampir 12 tahun silam. Inilah saat yang
tepat untuk mempertanyakan: sudahkah reformasi mela-
hirkan pers yang independen dan pluralis di negeri ini?

Jawabannya tentu beragam, tergantung sudut pandang
dan tolok ukur yang digunakan. Namun, bila standar
internasional yang dipakai, pers kita ternyata belum
sepenuhnya bebas. Reporters Sans Frontier, misalnya,
menaruh Indonesia pada peringkat 101 dari 175 negara
yang dikaji lembaga nirlaba multinasional ini tahun lalu.
Artinya, lebih banyak negara yang persnya lebih bebas
dari Indonesia (100) dibandingkan yang kalah bebas (74).
Pendapat ini diamini oleh Freedom House, yang bermar-
kas di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat,
yang mengkategorikan kemerdekaan pers di Indonesia
sebagai "separuh bebas”. Freedom House memang hanya
membuat tiga kategori atas status kemerdekaan pers di
berbagai negara di seluruh dunia: bebas, separuh bebas,

dan tidak bebas.

Ketiga kategori ini juga diterapkan pada hasil survei
tahunan lembaga ini tentang kondisi hak politik dan hak
sipil di seluruh dunia. Hasilnya cukup melegakan. Sejak
2006 Indonesia berhasil masuk kategori negara "bebas”,
dan dengan memburuknya kondisi demokrasi di Filipina
serta Thailand —hingga kategorinya turun menjadi nega-
ra "separuh bebas”— Indonesia menjadi satu-satunya
anggota ASEAN yang berstatus "bebas”.

Harus diakui, status negara "bebas” dari sisi hak politik
dan hak sipil tapi "separuh bebas” kondisi kemerdekaan
persnya tentu bukan kondisi ideal, bahkan sudah mema-
suki wilayah lampu kuning. Pasalnya, penjaga terdepan
kemerdekaan di bidang hak politik dan hak sipil adalah
pers yang independen dan beragam. Itu sebabnya upaya
membuat pers Indonesia betul-betul merdeka perlu di-
perkuat. Hanya bila pers nasional mencapai kondisi itu,
sistem demokrasi kita aman terjaga.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, beberapa hambatan
harus diatasi. Roumeen Islam, peneliti World Bank Insti-
tute, yang melakukan studi banding kemerdekaan pers
dunia, menyimpulkan bahwa infrastruktur pl}kum

masing-masing negara amat menentukan kondisi ke-

kaan persnya.
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Kondisi ideal hukum ini berlaku di negara-negara yang
persnya berkategori bebas. Di Amerika Serllgat dasarnya
adalah amendemen pertama konstitusi, tapl di banyak
negara lain pelindungnya adalah pengadilan hak asasl
regional masing-masing. Di negara Eropa yang menjadi
anggota Uni Eropa atau Dewan Eropa, misalnya, Peng-
adilan Hak Asasi Eropa di Strasbourg menafikan semua
pasal hukum dinegarayang masih mempidanakan pence-
maran nama baik dan penghinaan. Hal serupa dilakukan
oleh pengadilan hak asasi manusia di kawasan Amerika
Latin dan di Afrika. Sayangnya Indonesia terletak di
Asia Pasifik, satu-satunya kawasan di dunia yang belum
mempunyai pengadilan hak asasi manusia regional.

Bahkan pemerintah RI dan DPR meningkatkan berat-
nya hukuman untuk pencemaran nama baik dan peng-
hinaan melalui Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) hampir tiga kali lipat dari
ancaman KUHP yang dibuat penjajah Belanda. Anehnya,
undang-undang yang sama malah mengkorting hukum-
an untuk perjudian melalui Internet menjadi enam tahun
dari maksimum 10 tahun yang diancamkan oleh UU No.
7 Tahun 1974 terhadap pidana judi.
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